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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya fraud yang terjadi
pada pengelolaan keuangan di desa Karangsono dan bagaimana sistem pengendalian
internal yang ada didesa tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini dilakukan dengan
cara wawancara kepada 5 orang perangkat desa dan observasi pada objek yang diteliti
yaitu di Desa Karangsono. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah mulai
dari pengumpulan data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.hasil dari
penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, moralitas
individu yang baik sangat berpengaruh terhadap pencegahan fraud yang akan terjadi

pada pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Fraud, Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal

Abstract: This study aims to determine whether or not fraud occurs in financial
management in Karangsono village and how the internal control system exists in the
village. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative
approach. The subjects in this study were conducted by interviewing 5 village officials
and observing the object under study, namely in Karangsono Village. The technique
used in this research is starting from data collection, data presentation, and data
retrieval. The results of this study are internal control, apparatus competence, good
individual morality, which greatly influences the prevention of fraud that will occur
in village financial management..
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PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa ialah perihal sensitif yang kerapkali
menyesatkan pihak- pihak yang bersentuhan langsung dengannya.
Perihal ini tidak terlepas dari tingkatan pemerintahan desa yang
memanglah mempunyai tingkatan kecurangan yang lumayan besar.
Tipe kecurangan yang kerap terjalin di tingkatan desa antara lain



pemakaian kas desa secara illegal, mark up serta kick back buat
pengadaan benda ataupun jasa. Kecurangan yang lain semacam
pemakaian peninggalan desa yang digunakan buat kepentingan
individu aparat desa yang tidak. legal serta terdapatnya pungutan liar
dikala membagikan pelayanan kepada warga.

Pasal 13 UU 2003, Pasal Ketenagakerjaan. Keahlian kerja setiap
individu secara tepat mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku kerja, dengan menggunakan standar yang ditetapkan atau
diterapkan. Tingginya kapabilitas instansi pemerintah dengan sistem
pengendalian internal yang canggih dapat membantu meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah serta mencegah
terjadinya kecurangan dan kecurangan. Kapabilitas dan kapabilitas
aparatur perangkat desa (SDM) dapat dilihat dari segi pendidikan,
namun dapat menjadi kendala dalam mengelola keuangan desa dan
dapat menimbulkan kecurangan nantinya. Hal ini juga dapat
dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah desa. (Basirruddin, 2014).

Sugiman, (2018) melaporkan kalau desa bisa dijadikan selaku
unit organisasi pemerintah yang berhadapan secara langsung terhadap
warga dengan seluruh kepentingan ataupun kebutuhan yang memiliki
peranan strategis. Umumnya kemajuan negeri didetetapkan oleh desa
sebab tidak terdapat suatu negeri yang dapat maju tanpa terdapatnya
provinsi yang turut dan maju, tidak terdapat provinsi yang dapat maju
dengan terdapatnya kabupaten yang turut dan maju, serta tidak bisa
jadi terdapat suatu kabupaten yang dapat maju tanpa terdapatnya desa
ataupun kelurahan yang turut dan maju. Suatu desa mempunyai
batasan batasan sesuatu daerah tertentu serta pula mempunyai
kekuasaan hukum dikepalai oleh seseorang kepala desa. Sehingga desa
bisa dikatakan selaku sesuatu hasil antara aktivitas sekelompok
manusia serta adanya lingkungan. Hasil tersebut ialah sesuatu bentuk
yang ditimbulkan terdapatnya faktor sosial, ekonomi, politik serta
kultural yang silih berhubungan. Penelitian ini dilakukan di desa
Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember untuk melihat
bagaimana kecenderungan Fraud. Mengingat semakin banyaknya
kasus penyalahgunaan dana pada kalangan pemerintah desa. Selain itu,
juga terjadi adanya permasalahan mengenai kemampuan aparatur
desa dalam mengelola sistem keuangan. Setiap tahun pihak yang
bersangkutan pada bagian keuangan desa sering mengalami
pergantian. Sehingga perlu adanya adaptasi dalam mengoperasikan
sistem keuangan dan perlu adanya pelatihan penggunaan sistem.



Bersumber pada latar balik diatas, hingga penulis tertarik buat
melaksanakan riset yang bertajuk “Internal Control System:
Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus
Pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan Perspektif Fenemologi. Studi Fenomologi meruapakan
suatu sudut pandang yang fokus terhadap pengalaman-pengalaman
suatu individu serta interprestasi dunia

Fokus pada Penelitian ini adalah memahami bagaiamana Sistem
Pengendalian Internal Dapat Mencegah Fraud pada Pengelolaan
Keuangan Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat
penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mengambil data
nantinya. Ada beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dimaksudkan
oleh peneliti adalah untuk memperoleh informasi tentang relevansi
data dari subjek penelitian dan untuk memperoleh data penelitian
yang  akurat dan dapat  dipertanggungjawabkan. Metode
pengumpulan data untuk survei ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara, dimana dalam memperoleh data langsung dari pihak
responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa
pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau suatu
proses untuk memperoleh informasi dengan cara aktif bertanya dan
menjawab pertanyaan melalui beberapa pertanyaan tatap muka
antara pewawancara dan responden.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait langsung dan mengetahui secara mendalam
tentang Sistem Pengendalian Intern Desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember. Wawancara ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi bagaimana Sistem Pengendalian Intern dapat
Mencegah Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Disini penulis
memperoleh data langsung dari subjek penelitian melalui wawancara
langsung dengan narasumber.



b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat
sumber-sumber tertulis yang terdapat di lingkungan pemerintah
daerah. Metode dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan
data-data mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipelajari
diantaranya sejarah desa, struktur organisasi, dan data tambahan yang
dapat digunakan dalam penelitian di Desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember.

c. Observasi Langsung
Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan penelitian
secara langsung pada objek yang diteliti vaitu di Desa Karangsono
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Teknik Analisis Data

Metode penelitian deskriptif analisis adalah menyajikan konsep
teoritis dan penjelasan umum tentang apa yang sedang dipelajari.
Analisis data dilakukan secara manual dan penulis menjelaskan atau
menjelaskan, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi, pencegahan
penipuan dalam pengelolaan keuangan Desa Karansono, berdasarkan
apa yang dia dengar selama wawancara dan apa yang dia lihat selama
observasi.

Adapun tahapan analisis data dalam analisis kualitatif ialah :

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti sebelum terjun ke lapangan mencari
literatur yang sesuai dengan topik penelitian. ‘Selanjutnya peneliti
melakukan wawancara tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa
Karangsono beroperasi dan mencatat semua data wawancara.

2. Mencatat hasil wawancara, yakni mencatat semua hasil wawancara
agar tidak hilang. Sehingga peneliti perlu membuat rangkuman yang
lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Hubungan satu data
dengan data yang lain perlu diklarifikasi, sehingga menghasilkan
makna yang lebih jelas.

3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang telah disusun dengan
rapi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan atau flowchart, hubungan antar kategori dan
sejenisnya (Sugiyono, 2016).

4. Pengambilan kesimpulan, Proses untuk menarik kesimpulan sudah
dilakukan sejak awal terhadap suatu data yang diperoleh, tetapi
kesimpulan sangat masih bersifat sementara atau masih diragukan.
Namun dengan adanya menarik kesimpulan dan memverifikasi maka
kesimpulan yang nantinya diambil lebih grounded (berbasis data
lapangan). Kesimpulan seharusnya diverivikasi selama penelitian



berlangsung dan kesimpulan yang diambil harus memiliki kesesuaian
dan konsisten terhadap judul penelitian, rumusan masalah, isi dan
analisis yang saling berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis pembentukan struktur organisasi sesuai
kebutuhan. Kepala desa mengkoordinir dan menugaskan pegawai
untuk melaksanakan tugasnya serta mengevaluasi peran dan tanggung
jawab bawahannya secara berjenjang. Struktur organisasi dirancang
sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan Pemerintah Desa
Karansono.

Hasil analisis = risiko. Pemerintah Desa Karansono telah
membentuk pengendalian internal untuk menganalisis risiko yang
ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan bersama dengan Dana Desa
untuk memantau kemajuan kegiatan pembangunan. Kepala Desa
Karansono juga akan mengambil langkah-langkah khusus untuk
mengelola atau memitigasi risiko dan mencegah masalah dana desa.

Analisis yang akurat dan tepat waktu dari catatan transaksi
insiden. Walikota Karangsono menginstruksikan kepada TPK dan
Dirjen untuk mengelola Dana Desa, dan semua transaksi dan kejadian
yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020
diklasifikasikan dan dilakukan dengan benar. Tanggung Jawab Sumber
Daya dan Hasil Analisis Catatan. Kepala Desa Karansono mengangkat
staf atau manajer umum terkait untuk bertanggung jawab atas sumber
daya dan mencatat, meninjau, dan melaporkan kegiatan setelah
Program Pendanaan Desa dilaksanakan atau selesai.

Pelaksanaan Program Kegiatan Desa Karansono 2020 yang
didanai ADD tidak dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Di desa Karansono, rekening kas desa dan
dana desa harus diadakan dan diatur oleh petugas keuangan desa
karena kesalahan prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh
walikota Karansono, namun pada kenyataannya rekening kas desa dan
dana desa yang dipegang oleh walikota desa dan petugas keuangan
hanya akan membayar dan mencatat pemasukan dan pengeluaran yang
terjadi.

Dengan adanya kesalahan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
yang terjadi di desa Karangsono mengakibatkan sejumlah
permasalahan diantaranya ialah tidak adanya transparasi keuangan
desa yang mana seharusnya primsip transparasi harus diterapkan
sebaik-baiknya. Apabila prinsip transparansi tidak diterapkan dengan



baik maka akan berimplikasi pada lingkungan desa seperti kesalahan
pelaporan realisasi APBD, ketidaksesuaian hasil laporan realisasi
dengan kenyataan yang ada di masyarakat, permasalahan penyaluran
dana desa dan berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat
pada periode berikutnya. Selain tidak adanya transparansi keuangan
desa, hal lain yang disebabkan oleh kesalahan dalam Prosedur
Pengelolaan Keuangan Desa Karangsono adalah tidak sesuainya
mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan anggaran
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka bisa diketahui bahwa
dalam tahap pelaksanaan Pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) didesa Karangsono belum sesuai dengan
Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan keuangan
yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa. Bendahara Kota wajib
mencatat semua transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran.
Bendahara desa menyimpan catatan yang sistematis dan kronologis
dari transaksi yang telah terjadi.

SIMPULAN

Bagi hasil survei, sistem pengendalian intern efisien dalam
menghindari penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.
Perihal ini sebab seluruh wujud kecurangan yang terjalin di zona
keuangan sesuatu organisasi/ pemerintah bisa dicegah lewat sistem
pengendalian internal yang baik. Keahlian fitur pengaruhi penangkalan
penipuan manajemen keuangan kota. Di sini kompetensi manajemen
desa memegang peranan berarti dalam mengelola keuangan desa buat
menggapai tujuan bersama ialah tingkatkan kesejahteraan warga
setempat lewat kenaikan ekonomi desa, sosial budaya, serta lain- lain.
Pemerintah pusat mengawasi serta menarangkan pemakaian dana
desa. Moral sudah sukses memitigasi efektifitas fitur serta sistem
pengendalian intern terhadap penangkalan fraud dalam pengelolaan
keuangan desa. Banyak permasalahan penyelewengan dengan
menyalahgunakan keahlian serta keahlian pengelolaan keuangan
seorang, tetapi moralitas serta keahlian fitur yang tepat buat
menghindari penyelewengan merupakan sama dalam pengelolaan
keuangan desa.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan



Penelitian memiliki keterbatasan adalah terbatasnya objek penelitian
Saran

Riset berikutnya diharapkan bisa memperluas cakupan riset serta
membagikan hasil riset yang lebih universal.
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